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ABSTRAK

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tabun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di
Pengadilan, sebagai implementasi dari Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. merupakan salah satu
alternatif penvelesaian sengheta vang dipilih untuk mengurangi penumpukan kasus perdata di
pengalilan, mulai dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung.
Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa
perdata secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Negeri Bukittingyi dan kekvatan hukuny hasil
kescpakatan vang dibasilkan melalui mediasi tersebut. serta untuk melibat kesesuaian
pelaksansan mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan pedoman pelaksanaan mediasi
menurut Persturan Mabkamah Asung (PERMA)Y Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur
Mediasi di Penpadilan. Untuk menjawab permasalaban tersebut. penulis menggunakan metade
pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan daa melalui studi dokumen dan
wiawanears, Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses penyelesaian sengketa
perdlatn secara mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dilakukan
secar berlahap, vaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra mediasi majelis
hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak umuok melakukan mediasi pada han perlama
sidang, menunda proses persidangan untuk memberikan waktu kepada para pihak melakukan
mediasi, memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi dan memerintabkan par
pihak umuk memilih mediator untuk membantu dalam proses mediasi, Untuk whap mediasi.
mediator hakim Pengadilan MNegeri Bukittinggi meminta para pihak menghalap mediator
dirumy mediasi pada Pengadilan Megeri Bukittinggi. menentukan jadwal pertemuan,
melakukan kaukus, memperiemukan kedua belah pibak, melaporkan basil mediasi kepada
majelis hakim pemeriksa perkara. Mengenai kekuatan hukum hasil mediasi yang essensinya
merupakan kesepakatan perdamaian, jika diwnjudkan kedalam produk hukum yang berupa
akta perdamaian. maka mempunyai kekuatan hukum vang sama denpan putusan perkara
perdata lainnyva yang diputus majelis hakim di depan sidang. Hal ini berbeda apabila
kesepakatan mediasi tidak diwujudkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut
tidak skan mempunvai kekvatan  bukum, meskipun  kesepakatan mediasi tetap  dapat
dilaksanakan,



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Sistem pengadilan vang konvensional menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan
pihak lainnya schagai pihak vang kalah dalam setiap perkera vang diselesaikan. Hal tersebut
mengakibatkan perasaan vang tidak puas pada pihak vang kalah. schingga mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Dengan demikian terjadilah
penumpukan perkara yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung Indonesia yang tidak
dapat diatasi hanya dengan menambah jumlah hakim di Mahkamah Agung. Sebagai alternatif,
usaha untuk menvelesaikan masalah ini harus secara langsung dilakukan pada tingkat terendsh
dari sistem pengadilan di Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri dimana kasus pertama kali
didengar,

Diengan alasan tersebut di atas, pemerintah Republik Indonesia bersama Mahkamah
Agung telah menvepakati untuk mendirikan program peradilan vang berhubungan dengan
medinsi sebagai bagian dari reformasi hukum, Dan akhirmnya dikeluarkan Peraturan Mahkamah
Agung No. 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi & Pengadilan, sebagai implementasi
dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rba.

Mediasi schagai salah satu altematif penvelesajan senpghketa memang belum lama
dikenal dalam wacana hukum di Indonesia, meskipun ciri “musyawarah™ yang menjadi inti
mediasi sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Ini disebabkan mediasi memang bukan
berssal dari Indonesia, Oleh karenanya, mediasi memerlukan adaptasi dan sosialisast haik hagi

masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun para penegak hukum.



Pada awalnva pensosialisasian Peraturan Mahkamah Agung Mo, 2 Tahun 2005
terschut, hanya ada empat wilayah Pengadilan Neperi vang menjadi pengembangan proyek
percontohan, yaitu Pengadilan Negeri Batu Sangkar, Pengadilan Neperni Bengkalis, Pengadilan
Megeri Surabava dan Pengadilan MNegeri lakarta Pusat,’ Setelah mengevaluasi salu tahun
perjalanan proses mediasi yang diterapkan di empat wilavah percomohan lersebut, maka
pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran pada seluruh Pengadilan Negeri atan
Pengadilan Tinggd untuk mendapatkan pengalaman dalam menerapkan mediasi,

Umuk wilayah Pengadilan Negeri Bukittingei sendiri, baru pertengshan tahun 2007
perkara perdata vang masuk diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Dan perkara
vang masuk lersebut sebanvak tiga kasus perdata mengens sengketa tansh pusako. Sedangkon
pada bulan Januari sampai April 2008 ini. perkara perdata vang masuk ke I*engadilan Megeri
Bukittingsi berjumlah 12 perkara, NMamun yvang berhasil diselesaikan melalui mediasi bary |
(satwy perkara vaitu mengena sengketa tanoh pusako,

Mengensl proses penyelesaian sengketa tanah pusako secara mediasi vang dilakukan
oleh hakim Pengadilan Megeri Bukittinggd dan kekvatan bukum hasil kesepakotan yang
dihasilkan melalei medigsi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri DBuokittinggi.
merupakan permasalahan hukum vang disnggap perle dibahas secora teorn dan prakiek.

Bertitik  tolak  dar hal-hal  diatas, maka  perly dilakukan penelitian mengenai
bagaimanakah proses penyelesaian sengkela lansh pusako secara mediasi di Pengadilan
MWegeri, serta menuangkannya dalam bentuk skripst dengan judul * PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH PUSAKO SECARA MEDIASL OLEH HAKIM DI PENGDILAN

NEGERI BUKITTINGGI ™.

Takdir Rahmadi, ¢t all. Pasdiae Pelatifan Davar Meofrtoar, 10T, Takarta 22004, hal 58

)



BAB IV
PENUTLP

A, Kesimpulan
Berdasackan pada perumusan masalah dan pembahasan vang lelah penolis wraikan puda
hab-bah sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
L. Proses penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi vang dilakukan i Pengadilan
Meweri Bukiltingei, melewati dua tahap yaitu:
) Tahap pra mediasi
Pada tahap ini, majelis hakim pemeriksa perkara vang bersangkutan menetapkan
hari sidang pertama pemeriksaan perkara perdata dan mewajibkan para  pihak
melaksanskan mediast selama dus puluh dua hard kerja, sesuai ketentuan Pasal 9 Avac
(5} Peraturan Mahkamah Agung (PERMA ) Nomaor 2 Tahun 2003,
b Tahap mediasi
Langkah-langkah dalam proses mediasi tersebut, diantaranya:
[} Meminta para pihak menghadap mediatar,
2} Menentukan jadwal pertemuan.
3) Melakukan kaukus,
41 Mempertemukan kedua pihak.
31 Melaporkan hasil mediasi,
2. kekuatan hukum hasil kesepakatan mediasi vang dilakukan oleh mediator dari Pengadilan
Meoeri Bukintinggi. vaitu apabila kesepakatan perdamaian lersebut diwnjudkan ke dalam

produk hukum berupa akia perdamaian, maka mempunyai kekuatan hukem vane sama



dengan putusan perkara perdata lainnya yang diputus oleh majelis hakim di depan sidang.
Mengenai akibat hukum dar akte perdamaian o sendirt adalah sebapm berikot:

a.  In keacht (berkekuatan hukom weap).

b. Tidak ada upava hukum lain.

e, Tidak bisa diajukan gugat baru atas perkara dan pihak-pihak yang sama

[Tal ini berbeda apabila kesepakatm mediasi tersebut tdak divwojudkean sebagan akia
perdamaian, maka kesepakalan tersebut tidak berkekuoatan hukum. Akibalnya apabila salab
satu pihak tidak melsksanakan hasil kesepakatan secarn sukarela, maka tidaklah dapat
dilakukan eksekusi seperti halnyva perkara-perkars lain yang diputos di depan sidang, Ini
tenie saja akan sangat merugikan salah satu pihak, apalagi sudah tidak memungkinkan
uniuk mengajukan gugatan dengan pihak-pihak yang sama. karena akan berientangan

dengan gsas mebis fr ddeor dalam hukwm acara perdata

B. Saran
1. Terkait peran dan fungsi mediator yang sangat penting, Mahkamah Agung diharapkan
dapat scgera mengadakan pelatiban-pelatihan untok para hakim di Pengadilan Negeri
di dasrah-daerah. Hal ini dimaksodkan agar para hakim  tersebut benar-benar
mempunyai modal vang cukup untuk melaksanakan mediasi di tiap Pengadilan Negeri
di seluruh Indonesia, sehingza mediasi benar-benar berjalan elekul dan berhasil

menzupavakan perdamaian.

I

Para hakim. meskipun  belum mengikul suatu pelatihan mediasi dan helum
mendapatkan sertifikat, fetapi sudah dtunjuk scbagsy mediglor kareng situast dan

komdisi, perlu omuk terus belajar mengenat medias bak dengan sering membaca



jurnal-jurnal hukum saupun membuka website-website di internct terkait mediasi di
dalam negeri maupun mediasi di luar negeri sehingga akan mendapatkan wawasan
vang luas terkait pelaksanaan mediasi.

Mediator dari pengadilan vang hanya dibert wakiu dua puluh dua har, harus febib bisa
memanfastkan wakio sehaik mungkin dengan menyusun rencana-rencana alau strategi
vang lepat dan diberi tarpet wakiu untuk tiap rencana atau strategi vang akan
dilaksanakannva tersebut, Mediator harus lebih tegas dan lebih aktif untuk membugjuk
para pitiak agar disiplin dalam melaksanakan strategi tersebut.

Medigtor harus tegas dalam menentukan jadwal pertemuan dan jangan mudah
mengalah dengan para pihak, serta harus aktl membujuk agar para pihak mau
menuangkan hasil kesepakatan dalam suatu akis perdamaion, agar para pihak tidak ada

vang dirugikan nantinva.
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